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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia sekarang yang
menitikberatkan pada pembangunan dalam bidang ekonomi dan hukum
mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menunjang kemajuan
perekonomian di Indonesia. Pelaksanaan pembangunan dengan penekanan yang
lebih menonjol kepada segi pemerataan.
Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat
dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara
adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi
seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh
segenap lapisan masyarakat.
Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini diatur oleh peraturan-
peraturan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini hukum
menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia. Campur tangan hukum
yang semakin meluas kedalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan
masalah efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk
diperhitungkan. Itu artinya hukum harus bisa menjadi institusi yang bekerja secara
efektif di dalam masyarakat.
2Bagi suatu masyarakat yang sedang membangun, hukum selalu dikaitkan
dengan usaha-usaha untuk meningkatkan tarafkehidupan masyarakat kearah yang
lebih baik, sebab melalui norma hukum yang dimaksud maka diharapkan
ketertiban dan kepastian dapat terpenuhi sehingga mampu mewujudkan apa yang
dicita-citakan dalam kehidupan masyarakat.
Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan
harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan
jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. Dengan adanya konsentrasi
terhadap kompetensi utama dari perusahaan, akan dihasilkan sejumlah produk dan
jasa memiliki kualitas yang memiliki daya saing di pasaran.
Salah satu usaha yang ditempuh oleh pengusaha dalam rangka melakukan
efisiensi dalam penglolaan usahanya adalah outsourcing di sebut juga sub kontrak
yaitu memborongkan sebagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang
tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut
perusahaan penerima pekerjaan1.
Pengertian outsourcing terdapat dalam Pasal 1601 KHU Perdata yang
mengatur perjanjian-perjanjian perborongan pekerjaan yaitu suatu perjanjian
dimana pihak ke satu, pemborong, mengikatkan diri untuk suatu pekerjaan
tertentu bagi pihak yang lain, yang memborongkan dengan menerima bayaran
tertentu.2
Outsourcing dalambahasa Indonesia diterjemahkan sebagai alihdaya.
Dalam praktek pengertian dasar outsourcing adalah pengalihan sebagian
1M. Fauzi, Aspek Hukum Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada
Perusahaan Lain (outsourcing), Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Desember 2006, h. 87
2Ibib.
3atauseluruh pekerjaan dan atau wewenang kepada pihak lain guna mendukung
strategi pemakai jasa outsourcing baik pribadi, perusahaan, divisi, atau pun sebuah
unit dalam perusahaan3.
Outsourcing (alih daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia
diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja.
Pengaturan hukum outsourcing (alih daya) di Indonesia diatur dalam Undang-
Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (pasal 64, 65 dan 66) dan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia
No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan
Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004).
Di dalam Undang-Undang tidak menyebutkan secara tegas mengenai
istilah outsorcing. Tetapi pengertian outsourcing dapat dilihat dalam ketentuan
Pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yang isinya
perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lainnya
melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedian jasa pekerja/buruh
yang dibuat secara tertulis4.
Prinsip dasar pelaksanaan outsourcing adalah terjadinya suatu kesepakatan
kerjasama antara perusahaan pengguna jasa tenaga kerja dan perusahaan penyedia
jasa tenaga kerja dalam bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan atau
penyediaan jasa pekerja, dimana perusahaan pengguna tenaga kerja akan
membayar suatu jumlah tertentu sesuai kesepakatan atas hasil pekerjaan dari
tenaga kerja yang disediakan oleh perusahaan penyedia tenaga kerja.
3Komang Priambada, Outsourcing Versus Serikat Pekerja?, (Jakarta: Alih Daya
Pudlishing, 2008), h. 12.
4Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 64.
4Perjanjian pemborongan pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan
pengguna tenaga kerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja harus dalam bentuk
tertulis, sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) sebagai berikut :
“Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain
dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara
tertulis”.
Dalam Inpres No. 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi
disebutkan bahwa outsourcing (alih daya) sebagai salah satu faktor yang harus
diperhatikan dengan serius dalam menarik iklim investasi ke Indonesia. Bentuk
keseriusan pemerintah tersebut dengan menugaskan menteri tenaga kerja untuk
membuat draft revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan. Outsourcing tidak dapat dipandang secara jangka pendek saja,
dengan menggunakan outsourcing perusahaan pasti akan mengeluarkan dana lebih
sebagai management fee perusahaan outsourcing. Outsourcing harus dipandang
secara jangka panjang, mulai dari pengembangan karir karyawan, efisiensi dalam
bidang tenaga kerja, organisasi, benefit dan lainnya. Perusahaan dapat fokus pada
kompetensi utamanya dalam bisnis sehingga dapat berkompetisi dalam pasar,
dimana hal-hal intern perusahaan yang bersifat penunjang (supporting) dialihkan
kepada pihak lain yang lebih profesional. Pada pelaksanaannya, pengalihan ini
juga menimbulkan beberapa permasalahan terutama masalah ketenagakerjaan5.
5Pan Mohamad Faiz, Tinjauan Yuridis terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Di akses pada 12 November 2012 dari
http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/05/outsourcing-dan-tenaga-kerja.html
5Problematika mengenai outsourcing (alih daya) memang cukup bervariasi.
Hal ini dikarenakan penggunaan outsourcing (alih daya) dalam dunia usaha di
Indonesia kini semakin marak dan telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat
ditunda-tunda oleh pelaku usaha, sementara regulasi yang ada belum terlalu
memadai untuk mengatur tentang outsourcing yang telah berjalan tersebut.
Pelaksanaan sistem outsourcing juga memberikan manfaat bagi
pemerintah, masyarakat, pekerja,industri, dan perusahaan. Bagi pemerintah
outsourcing memberi manfaat yaitu membantu mengembangkan dan mendorong
pertumbuhan ekonomi secara nasional, pembinaan dan pengembangan kegiatan
koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) dengan tumbuhnya perusahaan alih
daya. Mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan
perluasan kesempatan kerja6.
Bagi masyarakat, sistem outsourcing memberi manfaat antara lain aktivasi
industri di daerah akan mendorong kegiatan ekonomi penunjang di lingkungan
masyarakat, mengembangkan infrastruktur sosial masyarakat, budaya kerja,
disiplin dan peningkatan kemampuan ekonomi, mengurangi pengangguran dan
mencegah terjadinya urbanisasi, meningkatkan kemampuan dan budaya
perusahaan di lingkungan masyarakat. Bagi industri, mengurangi beban
keterbatasan lahan untuk pengembangan perusahaan dikawasan industri,
meningkatkan fleksibilitas dalam pengembangan produk baru dan teknologi.
Produk yang sudah stabil dan menggunakan teknologi lama bisa dikembang di
6Iftida Yasar,Menjadi Karyawan Outsourcing, (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 2011),
h. 6
6perusahaan mitra (transfer of knowledge). Meningkatkan daya saing perusahaan
dengan efisiensi penggunaan fasilitas dan teknologi yang berkembang pesat.7
Bagi perusahaan, pertama perusahaan principal (pemberikerja) dapat
membagi beban/resiko usaha. Kedua, akan tercapai efesiensi karena segala
sumber daya perusahaan tersebut diarahkan pada pekerjaan-pekerjaan yang
merupakan bisnis inti perusahaan. Jadi, penyerahan pekerjaan-pekerjaan tertentu
kepada pihak lain sesungguhnya dilakukan tidak dalam rangka menekan biaya
produksi. Namun, dalam prakteknya sering kali terjadi penyimpangan seperti
terjadinya deskriminasi upah antara pekerja perusahaan principal (pekerja tetap)
dengan pekerja perusahaan outsourcing (umumnya pekerja kontrak). Dengan
sistem kerja kontrak, kelangsungan kerja pekerja perusahaan outsourcing tidak
terjamin8.
Sistem outsourcing telah membuka peluang munculnya perusahaan baru di
bidang jasa outsourcing, dan pada sisi lain telah memungkinkan perusahaan yang
telah berdiri untuk melakukan efisiensi melalui pemanfaatan jasa perusahaan
outsourcing. Sistem outsourcing ditujukan untuk mengatasi beberapa
permasalahan perekonomian oleh karena itu , pekerjaan yang di outsourcing
bukanlah pekerjaan yang berhubungan langsung dengan inti bisnis perusahaan,
melainkan pekerjaan penunjang (staff level ke bawah), meski terkadang ada juga
posisi manajerial yang di outsourcing, namun tetap saja hanya untuk pekerjaan
dalam waktu tertentu.
7Ibid, h. 7
8Libertus Jehani, Hak-Hak Karyawan Kontrak, ( Jakarta: Forum Sahabat,2008), h. 3.
7Dalam perkembangnnya banyak pihak yang menolak pemberlakuan sistem
outsourcing, karena sistem outsourcing dianggap merugikan pekerja dan hanya
menguntungkan perusahaan. Hal ini disebabkan karena outsourcing membuat
perusahaan lebih memilih mengangkat pekerja secara outsourcing dari pada
pekerja tetap karena melalui outsourcing perusahaan dapat menghemat
pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di
perusahaan yang bersangkutan. Adanya beberapa masalah pokok praktek
outsourcing yang tidak benar, antara lain pembayaran gaji yang tak sesuai, tidak
adanya tunjangan-tunjangan (kesehatan, masa kerja), kontrak yang tidak
diperpanjang9.
Selain itu dalam pelaksanaannya pekerjaan yang dioutsource tidak hanya
sebatas pekerjaan yang tidak berkaitan dengan kegiatan utama tapi termasuk juga
pekerjaan yang merupakan kegiatan utama perusahaan tersebut10.
Praktek sehari-hari outsourcing yang lebih menguntungkan bagi
perusahaan tetapi tidak demikian dengan pekerja/buruh yang selama ini lebih
banyak merugikan pekerja/buruh, karena hubungan kerja selalu dalam bentuk
tidak tetap/kontrak (PKWT), upah lebih rendah, jaminan sosial kalaupun ada
hanya sebatas minimal, tidak adanya job security serta tidak adanya jaminan
pengembangan karir, sehingga dalam keadaan seperti itu pelaksanaan outsourcing
akan menyengsarakan pekerja/buruh dan membuat kaburnya hubungan industrial.
Pelaksanaan outsourcing banyak dilakukan untuk menekan biaya pekerja/buruh
9Pan Mohamad Faiz. Op.cit.
10Ibid.
8(labour cost) dengan perlindungan dan syarat kerja yang diberikan jauh dibawah
dari yang seharusnya diberikan sehingga sangat merugikan pekerja/buruh.11
Hak-hak tenaga  kerja telah diatur dalam  peraturan perundang-undangan
yaitu Undang-undang  Nomor 3 Tahun 1992 Tentang  Jaminan Sosial  Tenaga
Kerja Pasal 3 ayat (2) yang  berbunyi “setiap tenaga kerja berhak atas jaminan
sosial tenaga kerja”. Dalam Pasal 6 ayat (1) yang menjadi ruang lingkup jaminan
social tenaga kerja adalah  jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan
hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan12.
Undang-undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Pasal 6
yang berbunyi “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama
tanpa deskriminasi dari pengusaha”. Pasal 11 yang berbunyi “setiap tenaga kerja
berhak memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan potensi
kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.”
Pasal 61 ayat (5) yang berbunyi “ dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli
waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang telah diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perushaan, atau perjanjian kerja bersama”. Pasal 86 ayat (1) setiap
pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan
dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan
harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.  Bab X bagian kedua tentang
pengupahan Pasal 88 ayat (1) “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal
11Ibid.
12LabotariumPusat Data HukumFakultasHukum UAJY, HimpunanLengkapUndang-
UndangBidangPerburuhan, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006)
999 ayat (1) “ setiap tanaga kerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh
jaminan social tenaga kerja”13.
Secara umum hak-hak karyawan outsourcing (alih daya) yaitu
mendapatkan upah, mendapatkan uang lembur, mendapatkan hak cuti,
mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya), mendapatkan perlindungan
Jamsostek, mendapatkan kompensasi PHK14.
Di Indonesia telah banyak bermunculan perusahaan-perusahaan
outsourcing khususnya dipekanbaru, salah satu perusahaan yang menggunakan
sistem outsourcing dipekanbaru adalah PT. Satria Langit Nusantara Pekanbaru,
yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa pekerja/buruh.
PT. Satria Langit Nusantara yang berdiri sejak tahun 2010 ini adalah
perusahaan outsoutcing yang beralamat di jalan Cendana No. 18 Kelurahan
Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru.
PT. Satria Langit Nusantara mempunyai motto yaitu “melangkah
bersama, berkarya Bersama, meraih impian bersama dan selalu memberi arti”.
Pola kerjasama PT. Satria Langit Nusantara memberikan pelayanan
kepada pengguna jasa dalam bentuk penempatan tenaga kerja dengan sistem
kontrak kerja yaitu dengan pengelolaan dari PT. Satria Langit Nusantara.
Sistem ini sangat membantu pengguna jasa dalam menangani manajemen
sumber daya manusia, juga membantu dalam penempatan tenaga kerja yang
sesuai kualifikasi perusahan, memudahkan pengguna jasa dalam pengontrolan
13Ibid.
14Iftida Yasar, op.cit, h. 105
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kenerja karyawan, membantu perusahan agar dapat lebih berkonsentrasi dalam
pengembangan usaha.
PT. Satria Langit Nusantara menyediakan tenaga kerja formal untuk
seluruh posisi kerja yang diperlukan di sektor industri, perdagangan, dan jasa.
Adapun tenaga kerja yang disediakan oleh PT. Satria Langit Nusantara adalah :
1. Security/ Satpam
2. Office Boy/ Girl
3. Cleaning Service
4. Driver
Dalam melakukan rekrumen tenaga kerja PT. Satria Langit Nusantara
merekrut sendiri tanaga kerjanya yaitu dengan tahapan pertama penyeleksian
berkas, interview, kontrak kerja tertulis, mada bintal, training, training
penempatan, dan penempatan di perusahaan pemberi kerja.
Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam sistem outsourcing di PT. Satria
Langit Nusantara sering kali terdapat kesalahan pemahaman perusahaan terhadap
sistem kerja outsouring sehingga dapat merugikan hak-hak pekerja/buruh,
kemudian dalam hal pemutusan hubungan kerja PT. Satria Langit Nusantara
melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa memberikan atau membayar uang
pesangon kepada pekerja/buruh yang sangat dibutuhkan oleh pekerja/buruh15.
Dalam Pasal 156 Undang-undang No 13 tahun 2003 disebutkan “dalam
hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang
pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang
seharusnya diterima”16. Karna setelah di lakukan pemutusan hubungan kerja akan
15Mardi. H, Danru Security PT. Satria Langit Nusantara, Wawancara, Pekanbaru, 10
November 2012.
16Undang-undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156.
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sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru dengan adanya
pesangon yang di berikan oleh perusahaan akan sangat membantu pekerja/buruh.
Disini jelas terdapat adanya perbedaan hak antara pekerja/buruh
outsourcing dengan pegawai/karyawan tetap, sedangkan dalam peraturan
perundang-undangan tidak ada pasal dan bab yang membahas masalah kesetaraan
hak dan kewajiban antara outsourcing dengan pegawai tetap/yang lainnya yang
ada hanya masalah ikatan kerja dan waktu kerja saja, sebenarnya antara
outsourcing dengan pegawai tetap/lainnya adalah setara.
Kondisi ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang
outsourcing tersebut. maka penulis melakukan kajian ilmiah melalui penelitian
dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk Skripsi, untuk itu maka penulis memilih
judul :
“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA
KERJA DALAM SISTEM OUTSOURCING (ALIH DAYA) DI PT. SATRIA
LANGIT NUSANTARA PEKANBARU”.
B. Batasa Masalah
Agar penulis lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang
dipersoalkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan
tenaga kerja outsourcing dan pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja
outsourcing di PT. Satria Langit Nusantara Pekanbaru.
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C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam
sistem outsourcing (alih daya) di PT. Satria Langit Nusantara?
2. Apakahhambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Satria Langit Nusantara
sebagai penyedia tenaga kerja outsourcing dalam memberikan perlindungan
terhadap tenaga kerjanya?
3. Upaya-Upaya apa yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan
dalam memberikan perlindungan tersebut?
D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian
1. Tujuan
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja
dalam sistem outsourcing (alih daya) di PT. Satria Langit Nusantara.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Satria
Langit Nusantara sebagai penyedia tenaga kerja outsourcing dalam
memberikan perlindungan terhadap tenaga kerjanya.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi
hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan tersebut.
2. Manfaat




akerjaan dalam sistem outsourcing.
b. Memberikan masukan dan informasi ilmu pengetahuan bagi pihak lain serta
sebagai bahan perbandingan bagi penulis atau peneliti lain dalam melakukan
penelitian berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.
c. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam bentuk karya
ilmiahdalamlingkuphukumbisnis kepada civitas akademika Fakultas Syariah
dan  Ilmu Hukum khususnya kepada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
E. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang
mana penulis terjun langsung kelapangan penelitian. Adapun dalam hal ini penulis
melakukan analisa terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga
kerja dalam sistem outsoursing.  Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian
deskriptif  yaitu penelitian yang melukiskan atau menggambarkan suatu gejala-
gejala yang timbul ditengah masyarakat sehingga dari gambaran tersebut akan
diperoleh data awal permasalahan yang akan di teliti terutama yang berkaitan
dengan judul penelitian.
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu
mengkaji aspek hukum dan membandingkan dengan pelaksanaan dilapangan.
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2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di PT. Satria Langit Nusantara yang beralamat di
jalan Cendana No. 18 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai
Pekanbaru, yang mana perseroan ini dalam menjalankan perseroannya
menggunakan sistem outsourcing dan dalam pemutusan hubungan kerja (PHK)
tidak ada memberikan uang pesangon sebagaimana telah diatur oleh undang-
undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan adanya penerapan hukum
bisnis.
3. Populasi dan Sampel
Populasi dari penelitian ini adalah merupakan seluruh pengurus yang
terdiridari 1 orang DirekturUtama, 2 orang Komisaris dan 5 orang tenagakerja
PT.Satria Langit Nusantara.
Sampel merupakan sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak
diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini
untuk menentukan sampel digunakan teknik random samplingdengan teknik
purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
Maksud dari digunakannya teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk
sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Responden
dalam penelitian ini adalah :
1. 5 (lima) orang tenaga kerja outsorcing PT.Satria Langit Nusantara.




Data yang dikumpul dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua,
antara lain17:
1. Data Primer, Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik
melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak
resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-
buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk
laporan, skripsi, tesis, disertasi, internet dan peraturan perundang-undangan.
Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:
a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat
terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan outsourcing
(alih daya) dan ketenagakerjaan yaitu KUH Perdata, Undang-undang No. 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun
2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
(Kepmen 101/2004).
b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum
yang terkait dengan objek penelitian ini dan dapat membantu penganalisa
bahan hukum primer.
17Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106
16
c. Bahan hukum tertier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum
primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia,
majalah, surat kabar, dan sebagainya.
5. Metode Pengumpul Data
a. Observasi
Yaitu mengamati situasi di PT. Satria Langit Nusantara dan melihat secara
dekat tentang masalah yang diteliti.
b. Wawancara
Yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung
dan mendalam, melalui tanya jawab dengan tenagakerjadandirektur PT.
SatriaLangit Nusantara.
c. Angket
Yaitu mengajukan pertanyaan secara tertulis dengan memberi alternatif
jawaban untuk setiap pertanyaaan kepada tenagakerja PT. SatriaLangit Nusantara.
d. Studi Dokumen
Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengolah data-
data atau arsip yang berhubungan dengan penelitian, kemudian menganalisanya
dengan berpedoman kepada sumber-sumber yang relevan.
6. Analisa data
Metode Analisis Data adalah suatu tahapan yang sangat penting dalam suatu
penelitian sehingga akan mendapatkan hasil yang akan mendekati kebenaran yang
ada. Dalam penulisan skripsi ini digunakan teknik analisis kualitatif, yaitu data
yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya
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dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik
kesimpulan secara Induktif.
F. Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum PT. Satria Langit
Nusantara yaitu mencangkup, sejarah, struktur pengurus, dasar hukum
pendirian,Visi dan Misi PT. Satria Langit Nusantara.
BAB III: TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini penulis menyajikan tentang ketentuan-ketentuan tentang
perjanjian, bentuk dan jenis perjanjian pada umumnya dan ketentuan
ketentuan penyediaan jasa tenaga kerja,  yang meliputi : pengertian
outsourcing, dasar pelaksanaan outsourcing, syarat -syarat pekerjaan
yang dapat diserahkan kepada pihak lain, dan syarat-syarat perusahaan
penyedia jasa tenaga kerja. Juga perlindungan kerja dan syarat-syarat
kerja bagi pekerja yang meliputi kesehatan kerja, keselamatan kerja, upah
dan kesejahteraan lainnya jamsostek. Disamping itu diutarakan pula
tentang pengaturan hubungan kerja antara tenaga kerja dengan penyedia
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jasa tenaga kerja, dan ketentuan bagi perusahaan pengguna jasa tenaga
kerja, fungsi Serikat Pekerja dan perlindungan hukum pekerja.
BAB IV: HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini memuat tentang hasil penelitian yaitu pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam sistem outsourcing
(alih daya) di PT. Satria Langit Nusantara, dan yang menjadi hambatan
dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang dihadapi oleh PT. Satria
Langit Nusantara sebagai penyedia tenaga kerja outsourcing dalam
memberikan perlindungan terhadap tenaga kerjanya, serta upaya-
upayayang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut
dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja
outsourcing (alih daya) yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
BAB V: PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian
